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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas Taufik dan Hidayah-
Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 dapat di selesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan PERPRES No.29 TAHUN 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai kewajiban yang harus dijalani oleh Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah di dalam kapasitasnya
sebagai salah satu Instansi / Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Metode dan sistematika Laporan mengacu pada Permenpanrb No. 53 Tahun 2014
tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa obyektifitas dan rasionalitas laporan sebagai prasyarat utama
agar laporan dapat memberikan manfaat sesuai dengan visi dan misi Sistem Akuntabilitas
dalam mewujudkan Good Governance masih belum maksimal.

Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dan sesua ipihak yang brkepentingan
serta berkompeten dengan system laporan ini sangat kami harapkan untuk penyempurnaan
lebih lanjut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan ini kami
sampaikan terimakasih.

Praya, Januari 2025
Kepala Dinas,

MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST.
NIP. 197512212008011013
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini disusun sebagai
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2021-2026. LK|jIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai
kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menuju terwujudnya good
governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya
memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-
2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah menetetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3
(tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil
(outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan
fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar
kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya
sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing

indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi %
Tersedianya Rumah Layak Persentase Penyediaan
Huni Bagi Masyarakat Rumah Layak Huni 2,58 % 2,63% 101,9
Kabupaten Lombok Tengah
Tersedianya Kawasan Persentase Pengurangan
Permukiman Yang Luasan Kawasan Kumuh 1,23% 0,40% 32,5
Memadai/Berkualitas
Tersedianya Tanah dan Persentase Pemenuhan
La.han. yang sesuai dengan Kebutuhan Lahan gptuk 100 % 100% 100%
kriteria untuk Pembangunan Fasilitas

Umum
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pembangunan fasilitas
umum

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis
Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat kabupaten Lombok Tengah
dengan indikator kinerja Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni diatas target
yang ditetapkan, yaitu 2,63% dari target 2,52% hal ini tercapai berkat kolaborasi
yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, adanya Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang melakukan rehbilitasi rumah sebanyak
883 unit di Kabupaten Lombok Tengah membuat capaian ini cukup besar.

Untuk sasaran strategis Tersedianya Kawasan Permukiman Yang
Memadai/Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Pengurangan Luasan
Kawasan Kumuh capaiannya sebesar 0.4 % dari target 1,23 % atau realisasi sebesar
32,5 % dari target dikarenakan fokus pada tahun ini adalah pendataan ulang
terhadap kawasan permukiman kumuh. Kemudian untuk sasaran strategis
Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan
fasilitas umum dengan indikator kinerja Persentase Kebutuhan lahan untuk
pembangunan fasilitas umum terealisasi sebesar 100% berdasarkan laporan yang
telah diterima. dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian untuk

sasaran strategis yang telah ditetapkan masih harus ditingkatkan.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD
1. Kedudukan
Sesuai dengan peraturan bupati nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, sangat vital vyaitu sebagai
stakeholders dalam Pembangunan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran
roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dam Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.
berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun
1999 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah
No. 76 Tahun 2021 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pembangunan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman ;

b. Pengawasaan terhadap pelaksanaan teknis dibidang perumahan dan kawasan
permukiman;

c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang perumahan dan kawasan
permukiman;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai padaDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 59 orang sebagaimana
dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

REGISTER PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Keadaan: 31 Desember 2024
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Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku
dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas — tugas kedinasan telah
mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih
belum memadai.

Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 36 % dan tenaga non teknis 64 %
perbandingan jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan

yang ideal adalah 70% tenaga teknis dan 30% tenaga non teknis.
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1.3 Struktur Organisasi
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STRUETUR ORGANISAST

DINAS PERUMAHAN DAN HAWASAN PERMUKIMAN

HKABUPATEN LOMBOE TENGAH

KEPALA DENAS

B LALU ALFIAN RANMAN ST_

KEP: 198809192003131001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEFALA EIDANG PERUM ANAN

MUMAMAD RUSDL 5T MT.

RIP: 1976122 72006041006
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
II.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok
Tengah tahun 2021-2026 adalah: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK
TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU dan BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan
sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat.

2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul.

3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.

4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan
didukung Infrastruktur Berkualitas

5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Luhur.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026,
terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu “Pembangunan Ekonomi yang
Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas”.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran,
program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lombok Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja)
Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek

Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah
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11.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan
pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang PembangunanDinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021
— 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi
kepala daerah , maka dirumuskan tujuan yaitu : “Meningkatkan Ketersediaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas”

11.1.2. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran
yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
KabupatenLombok Tengah adalah:
1. Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/ Berkualitas.
2. Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok
Tengah

3. Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum.
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KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TUJUAN

Meningkatkan Ketersediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang
Berkualitas

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Tersedianya Kawasan Persentase
Permukiman Yang Pengurangan
Memadai/ Berkualitas Kawasan Kumuh
Tersedianya Rumah Persentase
Layak Huni Bagi Penyediaan Rumah
Masyarakat di Kabupaten | Layak Huni
Lombok Tengah
Tersedianya Tanah dan Persentase
Lahan untuk Pemenuhan Lahan
Pembangunan Fasilitas untuk Pembangunan
Umum Fasilitas Umum

11.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan

arah Kebijakan

merupakan

rumusan

perencanaan

komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran

Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif

tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman KabupatenLombok Tengahsebagai berikut:

TUJUAN SASARAN INDIKATOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4 5
Meningkatkan Tersedianya Persentase Meningkatkan - Penyediaan
ketersediaan Kawasan Pengurangan Pembangunan yang | Prasarana, Sarana,
perumahan Permukiman Kawasan berkelanjutan dan utilitas (PSU)
dan kawasan Yang Berkualitas | Kumuh dengan kebijakan kawasan
permukiman peningkatan kualitas | permukiman yang
yang prasarana, sarana berkualitas.
berkualitas dan utilitas kawasan
permukiman
Tersedianya Persentase Menyelenggarakan | - Pembangunan
Rumah Layak Penyediaan fungsi monitoring Baru Rumah
Huni Bagi dan evaluasi Keluarga Miskin
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Masyarakat di
Kabupaten
Lombok Tengah

Rumah Layak | kegiatan bidang
Huni perumahan yang
ditunjang dengan
kapasitas sumber
daya yang memadai

- Peningkatan
Kualitas Rumah
Keluarga Miskin

- Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana

3 | Tersedianya
tanah yang
sesuai dengan
kriteria untuk
pembangunan
fasilitas umum

Peningkatan
cakupan pelayanan
pertanahan melalui
peningkatan
fasilitas,
perencanaan
pengembangan dan
penganggaran

- Penyediaan tanah
untuk infrastruktur
publik

4 | Meninmgkatnya
kualitas
penyelenggaraan
penunjang
urusan
pemerintahan

Menyelenggarakan
fungsi pemerintah
dengan akuntabel
dan transparan serta
memberikan
pelayanan
administrasi yang
terbaik dan
maksimal

-Penyediaan layanan
administrasi
perkantoran
-Penyediaan sarana
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
-Dokumen laporan
kinerja tepat waktu

11.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2022,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

melaksanakan program

kegiatan sebagai berikut:

NO

Program/kegiatan

Keterangan
(Relisasi Fisik)

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

/Kota

1.1 Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2 Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4 Kegiatan Penyediaa
Daerah

n Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

100%

100%
100%

100%
100%

LKJ-IP DISPERKIM 2024




2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
2.1 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kumuh Pada Daerah Kabupaten/ Kota 100%

3 Program Pengembangan Perumahan

3.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 100%
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

3.2 Kegiatan Pmbinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan
atau Rumah Khusus 100%

4 Program Kawasan Permukiman
5.1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh Dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha 100%

5 Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum
(PSU) 100%
7.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

6 Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk

Pembanguna

8.1 Kegiatan Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santunan 100%
tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/ kota

7 Program Pengelolaan Tanah Kosong
9.1 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 100%

8 Program Penataagunaan Tanah
5.1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam satu
Daerah Kabupaten/ Kota 100%

1.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjiankinerja antara lain untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian
kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar
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evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)

dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tersedianya Kawasan Permukiman Persentase Pengurangan 1,23 %
yang Berkualitas Kawasan Kumuh
2 Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi | Persentase Penyediaan 2,58 %
Masyarakat di Kabupaten Lombok Rumah Layak Huni
Tengah
3 Tersedianya tanah dan lahan kriteria | Persentase pemenuhan lahan | 100%
untuk pembangunan fasilitas umum | untuk pembangunan fasilitas
umum

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas

didukung dengan anggaran sebesar Rp. 38.187.849.222 ( Tiga Puluh Delapan

Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan

Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
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BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA
lll.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu
penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja
Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung
menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
maka digunakan rumus :

Realisasi X 100%
Rencana

Persentase pencapaian

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja
maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian = (Rencana)-(Realisasi- X 100%
Rencana)
rencana
Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan
skala ordinal sebagai berikut:

No Capaian Kinerja Keterangan
1. | Nilai 86 s/d100 BAIK
2. | Nilai 71 s/d<85 SEDANG
3. | Nilai 56 s/d<70 KURANG
4. | Nilai <55 SANGAT KURANG
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I11.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024. Penilaian ini

dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan

indikator

kinerja

sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala

OPD.adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN1: Tersedianya Rumah Layak Huni

Kabupaten Lombok Tengah.

Bagi

Masyarakat di

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

a. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2024

L. Target
Tareet | Realisasi Realisasi Tahun akhir Sumber
arget | Realisasi
No Indikator Kinerja |Satuan g % sebelumnya renstra | Data
2024 2024
2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y [ersentase Persen | 2,58% | 2,63% [101,9% [1,85%  [1,58% 1550% | Laporan
Penyediaan Rumah
Layak Huni
KRITERIA tahun 2024:
RATA-RATA % 101,9% anun

BAIK

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Tersedianya Rumah

Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dengan indikator

kinerja Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni, pada Dinas Perumahan dan
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Kawasan Permukiman menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,9% dengan
kriteria Baik, hal ini dikarenakan adanya Inovasi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah terkait penyedian Rumah Layak Huni yaitu dengan
Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak pihak terkait
target yang ditetapkan sebesar 2,58% atau 1000 Unit dengan 2 kegiatan
utama yaitu penanganan RTLH sebesar 500 unit dengan realisasi sebesar 1017
unit dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebesar 500 unit, sementara itu
untuk rehabilitasi Rumah Korban bencana kita berkoordinasi dengan BPBD,
dengan kolaborasi yang intensif maka target kinerja ini bisa tercapai dan pada.
Hal ini kami pelajari dari kekurangan- kekurangan capian pada tahun
sebelumnya sehingga kolaborasi ini akan tetap kita jaga agar di tahun 2025
Mendatang target yang kami tetapkan dapat tercapai.
b. SASARAN2: Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/
Berkualitas.
Sasaran No 2 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

a. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2024

L Realisasi Tahun Target
No Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi % sebelumnya fk:i:r Sumber Data
2024 2024 2022 2023 enstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
5 |Pengurangan % 1,23 0,40 32,5 4,93% 0 7,36 % |Laporan
Luasan Kawasan
Kumuh
RATA-RATA % 32,5 KRITERIA tahun 2024:
Sangat Kurang

Dari tabel diatas Berikut kami jabarkan realisasi indikator sasaran
tersedianya kawasan permukiman yang memadai/ Berkualitas yang ditangani oleh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024. Sementara di tahun
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sebelumnya 2023 tidak tersedia anggaran untuk penanganan kawasan kumuh
sehingga tidak ada capaian. Namun, pada tahun 2024 capaian penanganannya
mencapai 0,40% dari target 1,23% atau sekitar 32,5% pencapaian target ini masih
rendah disebabkan fokus penanganan pada tahun ini lebih ditekankan pada
pendataan ulang terhadap permukiman kumuh, sehingga akurasi data akan

mempengaruhi tepatnya sasaran dalam penanganan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang
Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok
Tengah, Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi.
Namun pada tahun 2023 tidak ada penanganan Kawasan kumuh dikarenakan tidak
adanya anggaran, Adapun Upaya yang dilakukan dinas perumahan dan kawasan
Permukiman untuk penuntasan Kawasan permukiman kumuh ialah terus
berkoordinasi dengan pihak lain guna mendapatkan anggaran untuk penanganan
selain itu kami juga terus memperbarui basis data luasan Kawasan kumuh guna

mempertajam sasaran penanganan.

berikut daftar permukiman kumuh tahun 2024:

No Lokasi Kawasan Kumuh Luas (Ha)
1 Prapen dan serengat selatan 16,76
2 Semayan 2,25
3 Perbawe 2,60
4 Leneng dan Handayani 7,42
5 Kemulah 2,31
6 Wakul 2,92
7 Ketejer 4.42
8 Lok dan Gubuk alang 16,60
9 Montong Gamang 25,11
10 | Enjer 15,50
11 | Kuta Dua 5,23
12 | Rangkap Dua dan Ngolang 17,18
13 | Sokat 14,99
14 | Awang 20,74
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15 | Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & 15,22
Rebuk2
16 | Lentek Satu dan Lentek Dua 9,49
17 | Gerupuk 23,98
18 | Ketiwung,Montong dan Begum 23,02
19 | Baturiti, Tumpak Satu, Mawun 81,93
dan Are Guling
20 | Pancor 25,97
21 | Bongak dan Bunlesung 6,00
22 | Bile Tengak 18,84
23 | Kampung Nelayan 1,30
24 | Rujak Praya 7,99
25 | Rujak Tengah 9,01
26 | Dasan Baru Kapal dan Terake 22,61
27 | Aur Manis 4,77
28 | Kelongkong 2,29
29 | Tanak Awu 15,38
30 |Jomang, Kebontun, Batulang, 44,65
Belong,Ketangge, dan Gabah
31 | Bagean dan Mentor 50,79
32 | Adong, Krangi dan Tongkek 21,49
33 | Piang 9,84
34 | Dusun Selak 3,23
35 | Ketare 51,10
36 | Mujur 23,00
37 | Beleka 56,61
38 | Labulia, Sulin dan Pande 40,80
39 | Bun Sumpak 32,53
40 | Ceret, Seganteng, Keren, 28,00
Rajumas dan Jantuk
41 | Pancor Dao 17,30
42 | Pemepek 14,20
Total 815.37

LKJ-IP DISPERKIM 2024




c. SASARAN 3: Tersedianya Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan

Fasilitas Umum.

Sasaran No.3 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

a. Persentase Penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan

fasilitas umum

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2024.

BAIK

lisasi Realisasi Tahun [Target akhir Sumber
No | Indikator Kinerja Satua| Target |Realisasi % sebelumnya renstra | Data
n 2024 | 2024
2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase

Pemenuhan
1 |ahan untuk % 100 100 100 100 100 100 | Laporan

pembangunan

fasilitas umum

RATA-RATA % 100 KRITERIA tahun 2024:

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Tersedianya tanah dan

lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum dengan

indikator penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan capaian

kinerja sebesar 100 % dengan kriteria sangat Baik. Pada tahun 2022 dan 2023

capaian penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas dikarenakan

target untuk penyediaan tanah dan lahan sesuai dengan kebutuhan yang ada

sehingga realisasi menjadi maksimal.
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I11.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya
a. Analisis efisiensi SDM dan Aset
Pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki.

Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel lll.1
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
35
30
25
20
15
10
5
0 .
A
& S
WO & N & 89 ® KEBUTUHAN
& & & & PEGAWAI
& S R O S KONDISI PEGAWAI
> & ®
Q XX
@ >

Pada tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami
kekurangan pegawai dengan kualifikasi Sarjana Teknik pada seluruh bidang, namun
kekurangan ini masih bisa teratasi, akan tetapi Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada
melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang

dimiliki.
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Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang
dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel. 111.2

Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No. Jenis Aset Nilai (Rp.) Jumlah item
1. [KIB A (Tanah) 33.534.227.400 19
2. KIB B (Peralatan dan Mesin) 6.984.535.000 126
KIB C (Gedung dan
3. [Bangunan) 14.625.456.000 47
KIB D (Jalan Irigasi dan
4. laringan) 25.960.401.000 202
KIB E (Aset Tetap Lainnya) 126.950.000 1
6. [KIB L (Aset Lainnya) 91.979.000 5
Jumlah 81.323.548.500 400

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2024 adalah

sebagai berikut :

Tabel. lll.3
Aset Tidak Digunakan Tahun 2024

No. Jenis Aset Nilai (Rp.) Jumlah item
1. KIBA 0 0
2. KIBB 0 0
3. KIBC 0 0
4, KIBD 0 0
5. KIBE 0 0
6. KIBL 0 0

Jumlah 0 0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi

baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukan bahwa Dinas Perumahan dan
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Kawasan Permukiman telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset

secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

11.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2023

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

NO | Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Belanja Operasi 37.915.691.334 37.662.312.193 | 99,33

2 | Belanja Modal 272.157.888 270.819.943 | 99,50
Jumlah 38.187.849.222 | 37.933.132.136 | 99,33

Tahun 2024 sebesar 99,33% dari anggaran belanja operasi 99,33% dan belanja

langsung Modal 99,50%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukan bahwa serapan

Penyerapan anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah, selain itu efekifitas dan
efisensi dalam penggunaan anggaran juga menjadi prinsip kami dalam mengelola

anggaran, sehingga bisa mencapai good governance dan pemerintahan yang

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap

akuntabel.
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Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja

sebagai berikut:

Tabel III.5
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2024

Kinerja Keuangan
No Sasaran Indikator Target |Realisasi| % Program Target Realisasi %
Strategis Kinerja & ° & & °
Tersedianya
1 EI:r:ia;aL?yak Persentase 2,58% | 2,63% 1101,9
8 . 2.943.339.701 | 2.923.932.250 [99,34
Masyarakat Penyediaan Program
Kabupaten Rumah Layak Kawasan
Lombok Huni Permukiman
Tengah
Tersedianya Persentase
Kawasan Pengurangan
H o)
5 Permukiman |kawasan 1,23 % 0,40% | 32,5 1.220.947.117 | 1.219.198.400 99,86
Yang Kumuh Program
Berkualitas Kawasan
Permukiman
. Persentase
Tersedianya .
Penyediaan Program
tanah dan .
Tanah dan Penyelesaian
lahan untuk Lahan untuk Ganti Rugi dan
.248. 2.337.4 4
3 per.n.bangunan pembangunan| 100 % 100 (100 Santunan 99.248.036 92.337.450 193,0
fasilitas umum o
fasilitas umum Tanah untuk
(%) Pembangunan

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah
dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama
Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.
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BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka menindaklanjuti amanat pertauran perundang-undangan
sebagaimana tertuang dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMEN PAN No. 53 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia bentuk pertanggung jawaban lembaga penyelenggara negara baik di
Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah

diwajibkan setiap tanunnya untuk menyusun Laporan Penetapan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah
merampungkan penyusunan LKj-IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024. LKj-IP dimaksud merupakan evaluasi kinerja
terhadap masing-masing unit kerja/bagian dalam penyelenggaraan Tupoksinya

sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD.

LKJ IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2023 ini, merupakan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengukuran kinerja
kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan realisasi anggaran dari pelaksanaan
program/kegiatan dimana penyelenggaraan program/kegiatan yang dimaksud
merupakan penjabaran visi, misi dan strategi organisasi sebagaimana tertuang dalam

rencana jangka menengah Pemerintah Daerah 2021-2026.

Berdasarkan pengkajian terhadap ketiga aspek tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lombok Tengah Tahun anggaran 2024 dikategorikan “BAIK”, Namun demikian

berdasarkan permasalahan yang ada maka kedepan perlu dilakukan peningkatan
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terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui peningkatan
koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM
aparatur, peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait
untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang optimal dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik

(good governance).

Untuk itu dokumen LKJ IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan
dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 3 (tiga) fungsi
utama Pemerintahan Daerah yaitu Pembangunan, Pemberdayaan dan Pelayanan

Publik.
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